SALINAN

WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN DAN BIAYA
OPERASIONAL BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf e

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perlu
mengatur besaran tunjangan bagi kepala desa,
perangkat desa dan BPD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota  tentang Pemberian Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa, serta Tunjangan dan Biaya
Operasional bagi Badan Permusyawaratan Desa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi = Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
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Menetapkan:

12

13.

14.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

PEMBERIAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG
SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
SERTA TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BAGI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

»

Daerah adalah Daerah Kota Batu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota
Batu.

Walikota adalah Walikota Batu.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih oleh
penduduk desa yang bersangkutan.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa,
yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana
kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi
Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan
Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang
ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat
mengatur.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang
dikeluarkan oleh kepala desa yang berbentuk penetapan
yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
pemerintah desa dalam pengalokasian tunjangan dan
penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa, perangkat desa
serta tunjangan dan biaya operasional BPD setiap tahun
anggaran dalam APBDesa.

Pasal 3

(1) Peraturan  Walikota ini bertujuan agar dalam

pengalokasian tunjangan dan penerimaan lain yang sah
bagi Kepala Desa, perangkat desa serta tunjangan dan
biaya operasional BPD dapat dilakukan sesuai dengan
tata kelola keuangan yang baik dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

(2) Tyjuan pemberian tunjangan dan penerimaan lain yang

sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
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a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat
desa dan BPD;

b. meningkatkan kinerja pemerintah desa; dan

c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dan
perangkat desa diberikan tunjangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari APBDesa.

Bagian Kedua
Tunjangan BPD

Pasal 5

(1) BPD terdiri dari Pimpinan dan Anggota BPD.

(2) Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai hak untuk memperoleh
tunjangan pelaksana tugas dan fungsi.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersumber dari APBDesa.

(4) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD yang dimaksud
ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan
desa.

Bagian Ketiga
Besaran Tunjangan

Pasal 6

(1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang
diberikan mulai 1 Juli 2015 meliputi:

a. kepala desa diberikan tunjangan setiap bulan
sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);

b. sekretaris desa diberikan tunjangan setiap bulan
sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan

c. perangkat desa selain sekretaris desa diberikan
tunjangan setiap bulan sebesar Rp400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah).
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(2) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang
diberikan mulai 1 Juli 2015 yang diberikan setiap bulan
sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 7

(1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang
diberikan sejak 1 Januari 2016 meliputi:

a. kepala desa diberikan tunjangan setiap bulan
sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

b. sekretaris desa diberikan tunjangan setiap bulan
sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan

c. perangkat desa selain sekretaris desa diberikan
tunjangan setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).

(2) Besaran tunjangan Anggota BPD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang diberikan sejak 1
Januari 2016 meliputi:

a. ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

b. wakil ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan
sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

c. sekeratris BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan
sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan

d. anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan
sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dapat ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB IV

SUMBER, JENIS, DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH

Pasal 9

(1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Kepala Desa dan perangkat desa dapat diberikan
penerimaan lain yang sah.

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2), BPD mendapatkan biaya operasional.

(3) Penerimaan lain yang sah dan biaya operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
bersumber dari APBDesa dan sumber dana lain yang
sah.
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Pasal 10

(1) Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
a. Honor Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari:
1. sekretaris desa;
2. kepala seksi;
3. bendahara penerimaan;
4. bendahara pengeluaran; dan
S. bendahara pembantu.
b. Honor Lembur; dan
c. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Jenis biaya operasional sebagaimana dimaksud daalam
Pasal 9 ayat (2) meliputi:

a. Honor Sidang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) per sidang; dan

b. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Besaran penerimaan lain yang sah dan biaya
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan secara proporsional.

(4) Besaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB V

BESARAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG
SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 11

(1) Kepala Desa dan perangkat desa yang diberhentikan
sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
diberikan terhitung sejak ditetapkan keputusan
pemberhentian sementara.

Pasal 12

(1) Kepala Desa dan perangkat desa yang diberhentikan
sementara dari jabatannya tidak diberi penerimaan lain
yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1).
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(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkan
keputusan pemberhentian sementara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13
Ketentuan mengenai besaran penerimaan lain dan biaya
operasional yang belum diatur dalam Peraturan Walikota
ini berpedoman pada Peraturan Walikota Batu tentang
Standarisasi Biaya Umum yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Batu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Diundangkan di Batu
pada tanggal 1 Juli 2015
WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO
Diundangkan di Batu

pada tanggal 1 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 22/A
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Lampiran Peraturan Walokota

Nomor :22

Tanggal : 1 Juli

Tahun 2015
2015

STANDAR HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

NO URAIAN SATUAN BIAYA (Rp)
1 2 3 4
I | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
1. Kepala Desa
a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp.500 juta Orang/Bulan 700.000,00
b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar Orang/Bulan 900.000,00
c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | Orang/Bulan | 1.100.000,00
2. Sekretaris Desa dan Kepala Seksi
a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp.500 juta Orang/Bulan 500.000,00
b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar Orang/Bulan 600.000,00
c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | Orang/Bulan 800.000,00
3. Bendahara Penerimaan
a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp.500 juta Orang/Bulan 500.000,00
b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar Orang/Bulan 650.000,00
c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | Orang/Bulan 800.000,00
4. Bendahara Pengeluaran
d. Nilai Pagu Dana s.d. Rp.500 juta Orang/Bulan 500.000,00
e. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar Orang/Bulan 650.000,00
f. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | Orang/Bulan 800.000,00
5. Bendahara Pembantu
g. Nilai Pagu Dana s.d. Rp.500 juta Orang/Bulan 300.000,00
h. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar Orang/Bulan 450.000,00
i. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | Orang/Bulan 550.000,00

ttd

WALIKOTA BATU,

EDDY RUMPOKO
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